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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena hanya atas  rencana dan penyertaan-Nya  sehingga seluruh karya pengabdian 

kita melalui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilihan 

Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/kota  Tahun 2019 di Tingkat wilayah Kabupaten Sumba Timur dapat 

terlaksana dengan baik.  

Dalam upaya pencegahan terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan 

pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur bersama seluruh 

jajaran pengawas pemilu ditingkat Kecamatan sampai Pengawas Pemilu Lapangan 

ditingkat Desa/Kelurahan telah berupaya melakukan pengawalan melalui 

pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan umum.  

Sebagai wujud tanggungjawab kinerja atas pengawasan pelaksanaan seluruh 

tahapan Pemilihan, maka wajib hukum bagi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh 

tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/kota Tahun 2019 ditingkat wilayah Kabupaten Sumba Timur, 

melalui ‘Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 

ditingkat wilayah Kabupaten Sumba Timur’.  

Laporan hasil pengawasan ini merupakan suatu bentuk komitmen sekaligus 

pertanggungjawaban kinerja terhadap upaya pengawasan terhadap pelaksanaan 

seluruh tahapan Pemilihan Umum. Laporan ini berisi data dan informasi terkait 

Pelaksanaan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah 

Kabupaten Sumba Timur serta Dinamika dan Permasalahan Pengawasan, Evaluasi, 

kesimpulan dan rekomendasi untuk dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan 

perbaikan ke depan. 
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Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi 

penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dan mendukung ‘Penyusunan 

Laporan Akhir  Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat wilayah 

Kabupaten Sumba Timur’.  

Semoga Laporan pengawasan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi 

dalam upaya meningkatkan pengawasan pemilu yang berkualitas ke depan. 

 

Waingapu, 22 Juni 2019 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

                                          Kordiv PHL 

 

 

HINA MEHANG PATALU, SE 
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ABSTRAK 

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sumba Timur secara garis 

Besar berjalan dengan baik, walapun masih ada catatan-catatan yang merupakan hasil 

pengawasan Bawaslu beserta jajaran Pengawas pemilu tingkat kecamatan, desa dan 

tingkat TPS. Pada pemilihan umum tahun 2019 Sumba Timur terlaksana di 22 

kecamatan, 156 Desa/kelurahan, 740 TPS dan jumlah daftar pemilih Tetap sebanyak 

167.712 orang. 

Beberapa catata-catatan atau temuan Bawaslu kabupaten Sumba Timur beserta 

jajaran pengawas pemilu tingkat desa dan TPS adalah Sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Data pemilih masih kurang baik 

2. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran di tahapan kampanye oleh peserta 

pemilu dan Masyarakat 

3. Masih ditemukan ASN/PNS yang melakukan kampanye  

4. SDM penyelenggara tingkat TPS dan Kecamatan yang masih kurang sehingga 

banyak dokumen-dokumen seperti C1, DA1 dan lainnya yang masih salah tulis 

atau salah pengisian 

5. Terdapat partai politik yang lambat memasukan laporan Awal dana Kampanye 

6. Partisipasi partai politik dalam mengawasi pemuktahiran data pemilih yang 

masih kurang 

7. Masih terdapat 5 TPS yang melakukan PSU. 

Dari beberapa temuan diatas bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk 

melakukan perbaikan seperti pembukaan kota suara di tingkat kecamatan untuk lihat 

C1 plano atau hitung ulang, Melakukan PSU atas 5 TPS yang bermasalah, mencermati 

data pemilih dan lain-lain. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Gambaran Umum 

Pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati merupakan 

Kegiatan Besar bagi penyelenggara Pemilu, Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun 

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) . 

Pada tahun 2020 Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati yang di ikuti oleh 2 pasangan calon yaitu paket 1 Drs. Khristofel Praing, M.Si  

sebagai Calon Bupati dan David Melo Wadu, ST sebagai Calon Wakil Bupati yang di usung 

oleh PDIP, Nasdem, PAN, PKPI, Gerindra, Hanura dan Demograt dengan jumlah kursi 17 

dan paket 2 yaitu Umbu Lili Pekuwali, ST, MT sebagai calon Bupati dan Ir, yohanis Hiwa 

Wunu, M.Si sebagai calon Wakil Bupati, di usung oleh Partai GOLKAR dan PKB dengan 

jumlah Kursi 12. 

 Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan, 156 Desa/Kelurahan dan pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 terdapat 574 Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 171. 685 pemilih. 

Secara umum dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

yang dicapai pada saat pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Namun Tidak terlepas dari 

beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki kedepannya agar penyelenggaraan 

pemilihan umum kedepannya lebih baik lagi. Catatan-catatan yang dimaksud antara lain: 

1. Pencalonan. 

2. Partisipasi Partai Politik dalam menjalankan tahapan Pemilihan Umum.  

3. Keterlibatan ASN dalam Kampanye. 

4. Kepatuhan peserta pemilu/partai politik pada aturan-aturan yang berlaku. 

5. Sumber daya manusia pada penyelenggara tingkat bawah. 

6. Pengelolaan logistik pemilihan umum, dll. 
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Laporan hasil pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Buapti  di wilayah Kabupaten 

Sumba Timur ini diharapkan bisa memberi gambaran terhadap pelaksanaan  pemilihan 

umum tahun 2020 di Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan pada tanggal 09 

Desember 2020 

B. Tujuan Laporan 

Penyusunan Laporan  pengawasan tahapan pencalonan, kampanye dan logistic pada 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 di tingkat Badan Pengawas 

Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sumba Timur bertujuan: 

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai 

badan pengawas pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten 

Sumba Timur. 

2. Memberi gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan pencalonan, 

kampanye dan logistik pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 di wilayah 

Kabupaten Sumba Timur. 

3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan Bupati 

dan wakil Bupati tahun 2020 di tingkat wilayah Kabupaten Sumba Timur. 

4. Sebagai tuntutan normatif peraturan perundang–undangan tentang pengawasan 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 di tingkat wilayah Kabupaten Sumba 

Timur mengenai laporan pertanggung jawaban. 

5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksana tugas pengawas 

pemilihan umum dimasa yang akan datang. 

C. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang. 
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2. UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 

tahun 2014 tentang Pemilihan GBWmenjadi UU 

3. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan 

Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

4. Perbawaslu No 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  

5. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  

6. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

7. PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota  

8. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil 

Walikota.  

9. PKPU No 66 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) 

10. Perppu Nomor 2 Tahun 2020  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor  1 Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi  Undang-undang 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Thn. 2020  Tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak  Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019  (Covid-19) 

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 4 Thn. 2020  Tentang 

Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 
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Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil 

Wali Kota Serentak  Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019  (Covid-19). 

13. Pkpu No 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pkpu No 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 

Non Alam Corno Virus Disease 2019 (Covid -19) 

 

D. Sistematika Laporan 

Sistematika laporan hasil pengawasan tahapan Pencalonan, kampanye dan Logistik 

pemilihan Bupati dan Wakil Buapti Sumba Timur  di atas sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Gambaran Umum 

B. Tujuan laporanm 

C. Landasan Hukum 

D. Sistematika Laporan 

Bab II. PELAKSANAAN   PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN 

A. Pengawasan Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sumba Timur 

B. Pelaksanaan Tahapan Kampanye 

C. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemungutan dan Penghitungan Suara 

D. Pelaksanaan Pengawasan   Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara. 

E. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN 

F. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang 

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA 

BAB III.PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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BAB II  
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN 

 
A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumba 

Timur Tahun 2020. 

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Sumba Timur Tahun 2020 

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP 

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 adalah 

tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur dan 

diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Dalam pengawasan tahapan 

tersebut Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menentukan kerawanan-kerawanan 

sebagai berikut: 

1. Adanya bakal calon yang tidak memenuhi syarat. 

2. Pengawasan terhadap verifikasi pencalonan dan calon yang dilakukan 

oleh KPU Kabupaten Sumba Timur. 

3. Pemenuhan dokumen-dokumen bakal calon sesuai aturan yang berlaku. 

b. Perencanaan Pengawasan 

Perencanaan pengawasan adalah pengawasan di KPU Kabupaten Sumba Timur 

dan menggali informasi-informasi dari masyarakat tentang Profil Bakal Calon, 

syarat pencalonan dan syarat calon. 

Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan pencalonan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 

c. Pencegahan  

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam 

pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 

2020 adalah selalu koordinasi dengan KPU Kabupaten Sumba Timur, Partai Politik 
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dan menggali informasi dari masyarakat serta adanya sosialisasi maupun surat 

himbauan kepada bakal calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Timur. 

d. Aktivitas pengawasan 

Pengawasan dilakukan disetiap tahapan pencalonan. Hasil dari pengawasan 

diperoleh calon sejumlah 2 pasangan bakal calon yaitu  

1. Drs. Khristofel Praing, M.Si  sebagai Calon Bupati dan David Melo 

Wadu, ST sebagai Calon Wakil Bupati yang di usung oleh PDIP, 

Nasdem, PAN, PKPI, Gerindra, Hanura dan Demograt dengan jumlah 

kursi 17 

2. Umbu Lili Pekuwali, ST, MT sebagai calon Bupati dan Ir, yohanis Hiwa 

Wunu, M.Si sebagai calon Wakil Bupati, di usung oleh Partai GOLKAR 

dan PKB dengan jumlah Kursi 12. 

e. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pencalonan dan calon 

Bupati dan Wakil Bupati sumba Timur tahun 2020 

a. Temuan 

Dari hasil pengawasan Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Sumba Timur tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapatkan 

temuan bahwa Bakal Pasangan Calon Atas nama Drs. Khristofel Praing, M.Si  

sebagai Calon Bupati dan David Melo Wadu, ST sebagai Calon Wakil Bupati 

terdapat kekurangan dokumen syarat pencalonan yaitu surat keterangan dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang 

menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara 

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan Negara.  

Dokumen tersebut ada tetapi yang mengeluarkan adalah pengadilan niaga 

Surabaya yang seharus nya pengadilan Negeri waingapu dan Pengadilan Negeri 

Kupang sesuai wilayah Hukum. 
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Oleh Karena itu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur 

mengeluarkan Surat Hasil temuan Kepada KPU kabupaten Sumba Timur untuk 

memperhatikan Hal Tersebut. 

b. Rekomendasi 

Hasil temuan tersebut di teruskan kepada KPU untuk menindaklanjuti kepada 

bakal calon untuk di perbaiki 

c. Tindak lanjut rekomendasi 

Tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur adalah KPU 

kabupaten Sumba Timur melakukan penulusaran keabsahan dokumen 

tersebut dan bersurat kepada bakal calon, hasil nya adalah dokumen tersebut 

di perbaiki oleh bakal calon dan lengkap dan di sampaikan kepada KPU sumba 

Timur tanggal 15 september 2020 

d. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan pencalonan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

Permasalahan yang ada selama pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan wakil 

Bupati Sumba Timur Tahun 2020 Kabupaten Sumba Timur adalah dimana para  

bakal calon atau Tim Bakal calon  lambat melengkapi persyaratan-persyaratan 

sebagai bakal calon. 

e. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pencalonan 

pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 Kabupaten 

Sumba Timur. 

Evaluasi dari tahapan ini adalah dimana perkuat pencegahan terlebih koordinasi 

terhadap bakal  pasangan calon maupun Tim Bakal Pasangan Calon untuk 

melengkapi dokumen-dokumen persyaratan dari calon yang diajukannya. 
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B. Pelaksanaan Tahapan Kampanye 

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Kampanye 

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP 

Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba 

Timur Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Sumba Timur yaitu kampanye tatap 

muka dan pertemuan terbatas serta penerapan protokol covid-19, Pemasanga 

Lat peraga kampanye dan bahan kampanye baik yang di fasiltasi KPU kabupaten 

Sumba Timur maupun dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan tersebar 

diseluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten 

Sumba Timur mencermati kerawanan–kerawanan yang terjadi seperti: 

1. Adanya kampanye yang tidak mengantongi ijin. 

2. Keterlibatan pihak-pihak yang dilarang. 

3. Kampanye diluar jadwal. 

4. Memakai fasilitas-fasilitas Negara dan lain-lain. 

b. Perencanaan pengawasan 

Dalam pengawasan tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 

mengatur perencanaan pengawasan seperti: 

1. Pembagian tugas pengawasan. 

2. Membuat kalender pengawasan. 

3. Mempersiapkan alat kerja pengawasan dan lain-lain. 

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Kampanye. 

a. Pencegahan  

Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang melanggar aturan atas tahapan 

kampanye maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan kegiatan-kegiatan 

pencegahan seperti: 

1. Sosialisasi kepada Stakhelder 

2. Bersurat kepada Tim Pasangan calon,. 

3. Sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama. 



9 
 

4. Kerja sama dengan Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan. 

b. Aktivitas Pengawasan 

Hasil pengawasan kampanye di Kabupaten Sumba Timur berjalan dengan baik, 

semua jenis kampanye selalu diawasi baik kampanye dalam bentuk , pertemuan 

terbatas, tatap muka maupun pemasangan alat peraga kampanye dan bahan 

kampanye serta penerapan Protokol Covid -19. Dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1. REKAPITULASI PENGAWASAN PERTEMUAN TATA 
MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS 

 

NO KECAMATAN JUMLAH PERTEMUAN 

  KP- DMW ULP-YHW JUMLAH 

1 Kota waingapu 49 21 70 

2 Pinupahar 9 10 19 

3 Lewa 24 19 43 

4 Ngaha ori angu 7 3 10 

5 Paberiwai 10 3 13 

6 Haharu 8 6 14 

7 Umalulu 18 27 45 

8 Kahaungu eti 15 15 30 

9 Kanatang 15 5 20 

10 Rindi 17 21 38 

11 Kambera 48 41 89 

12 Wula Waijelu 23 19 42 

13 Matawai Lapau 5 4 9 

14 Kambata Mapabuhang 11 3 14 

15 Lewa Tidahu 13 12 25 

16 Pandawai 34 18 52 

17 Karera 14 9 23 

18 Tabundung 12 13 25 

19 Katala Hamu Lingu 10 3 `13 

20 Pahunga Lodu 38 26 64 

21 Ngadu Ngala 7 5 12 

22 Mahu 7 2 9 
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JUMLAH 394 285 679 

 

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Kampanye. 

a. Temuan 

Dari hasil pengawasan tahapan kampanye di Kabupaten Sumba Timur, Bawaslu 

Kabupaten berhasil menemukan beberapa pelanggaran kampanye seperti: 

1. ada nya pemasangan Alat Peraga kampanye di titik-titik yang di larang 

sebanyak 15 baliho 

2. ada nya pemasangan Alat peraga kampanye di masa tenang sebanyak 3 Baliho 

3 adanya dugaan kampanye kampanye tanpa ijin di beberapa titik.        

4. terdapat 49 ASN yang tidak netral dan telah di rekomendasikan ke Komisi ASN           

b. Rekomendasi 

Dari hasil pengawasan dan temuan di atas maka Bawaslu Kabupaen Sumba 

Timur melakukan hal–hal sebagai berikut: 

1. Terhadap Tim Kampanye pasangan Calon  yang yang di duga melakukan 

kampanye tanpa ijin dilakukan pencegahan sehingga tidak melakukan 

kampanye tanpa ijin. 

2. Bagi Tim Kampanye pasangan calon yang memasang alat peraga kampanye 

di tempat-tempat terlarang diturunkan. 

3. Pada masa tenang di turunkan APK yang masih terpasang 

4. Rekomendasi  49 orang ASN yang tidak netral ke Komisi ASN 

c. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan Kampanye 

Dinamika atau permasalahan selama pengawasan tahapan kampanye adalah 

sebagai berikut: 

1. Banyak Tim kampanye atau pasangan calon yang kampanye tanpa ada ijin dan 

tidak dapat dibuktikan ada kegiatan kampanye atau tidak. 

2. Ada kunjungan keluarga dan motif lain yang diduga merupakan kampanye. 
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3. Adanya peran-peran pihak yang tidak diijinkan melakukan kampanye untuk 

mengkampanyekan Pasangan Calon  tertentu dan lain-lain. 

d. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan Kampanye 

Evaluasi dari pengawasan tahapan kampanye di Kabupaten Sumba Timur adalah 

perkuat pencegahan, pembagian tugas yang baik, melakukan pengawasan yang 

lebih baik lagi dan lain-lain. 

C.Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan 

dan Perhitungan Suara 

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 

a. Kerawanan-kerawan dan IKP 

Titik-titik kerawanan untuk pengawasan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara adalah: 

1. Kurangnya Surat Suara pada hari pencoblosan. 

2. Ada Kecamatan-Kecamatan wilayah arah selatan Kabupaten Sumba 

Timur yang infastrukturnya sulit sehingga patut di antisipasi untuk 

pengiriman Kotak Suara lebih cepat dari wilayah yang lain. 

3. Adanya surat suara yang rusak dan lain-lain. 

b. Perencanaan pengawasan 

Dalam pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Sumba Timur 

direncanakan dengan baik dengan membagi tim pengawasan sampai dilevel 

bawah yaitu PKD dalam mengawasi pendistribusian logistic ke lokasi-lokasi TPS. 

Dibuatkan juga tim pengawasan dalam sortir logistik yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Sumba Timur. 

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 
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a. Pencegahan  

Kegiatan pencegahan terkait dengan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Sumba 

Timur adalah: 

1. Pendistribusian logistik ke Kecamatan atau lokasi TPS disarankan 

kepada KPU untuk mendahulukan Kecamatan-Kecamatan yang jauh 

dan sulit. 

2. Selalu melakukan pengawasan terhadap KPU yang melakukan sortir 

Surat Suara maupun logistik lainnya untuk mengantisipasi 

kekurangan dan kerusakan logistik yang sampai di TPS pada hari 

pemungutan. 

b. Aktivitas pengawasan 

Di bawah ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengambarkan aktifitas 

pengawasan Logistik. 

1. Bahwa Kegiatan yang diawasi ini adalah Kegiatan Pengawasan 

Terhadap Pembongkaran Peti Kemas, Penerimaan Logistik 

Pemilu dan Pergerakan Logistik Pemilu dari Pelabuhan kepada 

KPU Sumba Timur dalam Rangka Pemilu Tahun 2019; 

2. pengawasan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu oleh KPU 

Sumba Timur; 

3. Bahwa selain Pengawasan oleh Jajaran Pengawas Pemilu, 

Kegiatan ini dilakukan Pengawalan dan Pengamanan Ketat Oleh 

Aparat Kepolisian Resort Sumba Timur. 

4. Bahwa Perusahaan Pencetak/Penyedia Logistik pemilu ini adalah 

PT. Puri Panca Pujibangun yang beralamat Jl. Mastrip No 70 

(kawasan  Industri Wirajatim) karangpilang Surabaya. 

5. Bahwa dari Hasil Pengawasan diketahui Logistik yang diterima KPU 

Sumba Timur  sampai pada tanggal 4 desember 2020 dengan 

jumlah rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Logistic yang di terima KPU kabupaten per 4 desember 2020 
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Hasil pengawasan lokasi atau tempat penyortiran adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Kegiatan yang diawasi ini adalah Pengawasan Melekat (Waslat) 

Pengawasan Melekat Penyortiran, Pengecetan dan Pengepakan 

Logistik Pemilu Oleh KPU Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati  Tahun 2020; 

2. Bahwa kegiatan Pengawasan Melekat (Waslat) Pengawasan Melekat 

Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilu Oleh KPU 

Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 

yang dimulai sejak hari pertama hingga hari terakhir dalam Tahapan 

Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati  Tahun 2020 yang semuanya dilaksanakan dalam Gudang 

Penyimpanan Logistik Pemilu yang digunakan Oleh KPU Sumba Timur; 
 

3. Bahwa Kegiatan Pengawasan Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan 

Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 ini diawasi 

secara ketat dan kontinuitas oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Sumba Timur baik Komisioner maupun Staf Teknis PHL Bawaslu Sumba 

Timur; 

4. Bahwa Lokasi Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 dijaga ketat oleh Aparat 

Keamanan dari Kepolisian Resort Sumba Timur setiap saat baik Siang 

dan Malam; 

5. Tempat Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 digedung Nasional Umbu Tipuk 

Marisi, kondisi Ruangannya Luas, Tidak Lembab, Bersih dan Atap tidak 

Bocor; 

6. Bahwa proses Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 oleh KPU Sumba Timur 
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dilakukan didalam Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati  Tahun 2020 untuk Tingkat Kabupaten Sumba Timur; 
 

7. Proses Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik pemilu Tahun 

2019 dilakukan oleh Staf KPU Sumba Timur, Tenaga Luar 

(Masyarakat/Kelompok Masayarakat yang digunakan jasanya oleh KPU 

setelah dilakukan seleksi ketat dan Penerapan Standar dengan 

Pengecekan setiap hari tenaga jasa yang digunakan; 

8. Bahwa Proses Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 diawasi Ketat oleh 

Komisioner KPU Sumba Timur; 

9. Secara Rutin KPU Sumba Timur memberikan laporan Harian Hasil 

Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati  Tahun 2020 kepada pihak Bawaslu Sumba Timur; 

10. Selama Pengawasan terhadap Penyortiran, Pengesetan dan 

Pengepakan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 

oleh KPU Sumba Timur diketahui ada terdapat Surat Suara yang Rusak, 

baik Robek, Cacat dan Terdapat kekurangan Jumlah Dalam Kotak 

sebagaimana Jumlah yang tertera disaat penerimaan barang/ Logistik 

Pemilu dari Penyedia; 
 

11. Pengawasan terhadap Penyortiran, Pengesetan dan Pengepakan 

Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 Khususnya 

Surat Suara dan Formulir sebagaimana Terlampir; 

12. Bahwa dari Hasil Pengawasan proses Penyortiran, Pengesetan dan 

Pengepakan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur dapat diketahui 

kondisi ketersediaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  yang 

kondisi baik dan rusak dapat dilihat pada tabel rekapan hasil 

pengawasan harian Oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai 

berikut dibawah ini: 
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Hasil pengawasan pendropingan logistik ke Kecamatan adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa kegiatan yang diawasi ini adalah Pengawasan Melekat (Waslat) 

Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  2020 dari KPU Sumba 

Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) dalam rangka Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020; 

2. Bahwa kegiatan Pengawasan Melekat (Waslat) Distribusi Logistik Pemilu 

2019 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) 

dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 yang dimulai 

sejak hari tanggal 05 Desember sampai 8 Desember 2020 

3. Bahwa Kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati  Tahun 2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

(TPS-TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020  ini 

di awasi secara ketat dan kontinuitas oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Sumba Timur baik Komisioner maupun Staf Teknis PHL Bawaslu Sumba Timur. 

4. Bahwa Rencana Distribusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 

dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) dalam 

rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 dilakukan selama 4 

hari berturut-turut. 

5.  Bahwa Rencana Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 

2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) 

dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2020 dilakukan 

selama 4 hari berturut-turut. 

 

 Table 3 :Jadwal Waktu Distribusi Logistik sebagai berikut: 
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6. Bahwa Proses Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 

2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) 

dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 menggunakan 

kendaraan Truck besar dengan standar keamanan Logistik dari cuaca 

lembab dan hujan; 

7. Bahwa Proses Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 

2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) 

dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 di dahulukan 

untuk Wilayah Desa/kecamatan terjauh dan Terulit; 

8. Pengawasan distribusi Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati 

tahun 2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-

TPS) dalam rangka P Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 setelah 

di kecamatan untuk disampaikan ke tingkat dessa/kelurahan dilakukan oleh 

Panwaslu Kecamatan dan panwaslu Desa/Kelurahan serta ditingkat 
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Kabupaten oleh bawaslu Kabupaten baik Komisioner maupun Staf teknis 

PHL; 

9. Bahwa Proses Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 

2020 dari KPU Sumba Timur ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan (TPS-TPS) 

dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 dilakukan 

dengan pengawalan KPU Sumba Timur dan Pengawalan serta pengamanan 

ketat (bersenjata lengkap) Oleh Personel keamanan dari Polres Sumba 

Timur; 

10.  Proses Distrubusi Logistik Pemilu pada hari Pertama sempat terkendala 

Cuaca yang menyebabkan banjir sehingga terlambat mencapai Kecamatan 

tujuan.  

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengadaan dan 

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 

a. Temuan 

Beberapa temuan tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 

pemungutan dan penghitungan suara di kabupaten Sumba Timur yaitu: 

1. Terdapat Surat Suara yang rusak baik . Hal ini di temukan pada saat sortir di 

KPU Kabupaten Sumba Timur sebanyak 17.401 surat suara. 

2. Pada saat pendropingan Logistik ke Kecamatan-Kecamatan arah selatan 

yaitu kecamatan Matawai lapau, paberiwai, Mahu, Ngadu Ngala, Karera, 

Pinupahar dan Tabundung di temukan for C hasil. KWK belum ada dalam 

kotak suara. Di akibatkan KPU belum terima Form C. Hasil KWk dari rekanan. 

b. Rekomendasi 

Dari hasil pengawasan di atas secara berjenjang di Bawaslu Kabupaten Sumba 

Timur selalu melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan jajarannya untuk 

memenuhi kendala-kendala dalam hal pemenuhan logistik, pendropingan 

logistik maupun kerusakan logistic termasuk kekurang C hasil. KWK yang belum 

ada dalam kotak suara pada 7 kecamatan tersebut diatas. 
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c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

1) KPU kabupaten Segera Mengantar C hasil. KWK di 7 kecamatan arah 

selatan saat form tersebut sampai di KPU kabupaten Sumba Timur 

2) Bawaslu saat ini sedang melakukan proses penanganan pelanggaran 

terkait Form C hasil.KWK yang tidak ada pada kotak suara di 7 kecamatan 

arah selatan. 

4. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 

Dinamika yang terjadi pada tahapan ini adalah dimana sampai pada tanggal 04 

Desember 2020 KPU Kabupaten Sumba Timur belum menerima kekurangan logistik 

dari KPU Pusat yaitu dform C hasil. KWK dan Termogen. Pada tanggal 6 Desember 

2020 baru sampai di KPU Kabupaten Sumba Timur. 

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pengadaan dan 

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 

Catatan penting yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah dimana KPU 

Kabupaten sampai Pusat lebih cermat dalam pengadaan dan pendisribusian logistic 

sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan tidak mengalami kendala. 

 

 

BAB III 
  PENUTUP 

 
 
A. KESIMPULAN 

Secara umum pengawasan tahapan pencalonan, kampanye dan logistic pada  

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan wakil Bupatidi wilayah kabupaten Sumba Timur 

tahun 2020 berjalan sesuai dengan tahapan pemilu mulai dari: 

Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur 

tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkat 
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kerjasama yang baik antara Penyelengara Pemilu, Bawaslu, Partai Politik, Tim Sukses, 

TNI, Polri dan seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur sehingga terjaga suasana 

yang kondusif serta menghasilkan Pemilihan Umum yang demogratis dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Disisi temuan hasil pengawasan berdasarkan data-data pengawasan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati  oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur disimpulkan bahwa: 

1. Tahapan Pencalonan masih terdapat kekurangan-kekurangan dokumen syarat 

pencalonan dan calon sehingga di butuhkan waktu perbaikan 

2. Tahapan kampanye terdapat partai politik yang melanggar aturan seperti 

melakukan kampanye tata muka dan pertemuan terbatas tidak mengantongi ijin 

dan terdapat Alat peraga kampanye yang di pasang di tempat-tempat terlarang 

dan terdapat ASN yang tidak Netral 

3. Tahapan pengadaan dan distribusian perlengkapan pemungutan suara terdapat 

surat suara yang rusak pada saat penyortiran, cuaca yang buruk sehinnga 

lambatnya logistic sampai di tingkat TPS, dan masih terdapat beberapa logistic 

yang kurang saat pendropingan. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 

merekomendasikan: 

1. Untuk pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang 

diharapkan KPU dan Bawaslu bersama jajarannya dapat melakukan sosialisasi 

pemilu yang lebih maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

umum yang akan datang lebih baik. 

2. Adanya pengawasan yang ketat terhadap ASN/PNS dari pimpinan tingkat atas 

terhadap netralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Umum. 

3. Diharapkan Komisi ASN harus menindak tegas setiap bentuk pelanggaran ASN 

yang terbukti secara sah. 
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4. Bawaslu melakukan dorongan yang lebih kepada Panwascam, PPD dan PTPS 

dalam melakukan Pengawasan 

5. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur harus perkuat pengawasan Partisipatif 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN FOTO-FOTO PENGAWASAN 

 

VERIFIKASI PARTAI POLITIK 

 

VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON DPD 



 

PENYERAHAN LADK 



 

PLENO REKAPITULASI DATA PEMILIH 

 



 

Logistic tiba di pelabuhan Waingapu 



 

 

 



Lampiran Foto-Foto Pengawasan 

 Pemuktahiran data dan Daftar Pemilih (Pleno DPTHP-2) 

 
 

 Pemuktahiran data dan Daftar Pemilih (Pleno DPTb) 

 
 

 



 

 

 Verifikasi Partai Politik 

 

 Verifikasi Vaktual Calon DPD 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Pengawasan Logistik tiba di Kabupaten Sumba Timur dan pembukaan peti 
kemas  

 

  
 

 

 

 

 



 Sortir Surat Suara 

 
 

 Penyerahan LADK oleh Partai politik 

 

 



 

 Penandatangan MOU dengan Organisasi GMKI, GMNI, HIMAS, IPMASTAP  

 
 

 

Sosialiasi Kerjasama Pengembangan Pengawsan Partisipatif Tokoh Agama Dan 

Tokoh Masyarakat. 

 
 

 

 

 

 



 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepada Pramuka Kwartir Sumba Timur 

 
 

 Penguatan Pengamanan Pemilu dalam kegiatan Latihan Pengamanan Pemilu 
legislatif dan Presiden 

e  

 

 

 

 



 

 

 Mediasi Penyelesaian Sangketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 

 

 

 Pengawasan masa perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Parpol 
Peserta Pemilu tahun 2019 
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